
 

 

 

Journal of Public Administration Review   
https://journal.uir.ac.id/index.php/jpar Vol. 2 No. 2 Desember 2025

  

Muhammad Iqbal1 dan Andri Kurniawan2 

Journal of Public Administration Review Vol. 2 No. 2 / 2025 1171 

Analisis Pemberian Vaksin Meningitis Pada Calon Jemaah Umroh Di 

Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Pekanbaru 
Muhammad Iqbal1 Andri Kurniawan2 

Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau, Jl. Kaharuddin 

Nasution No. 133 Perhentian Marpoyan, Pekanbaru, Indonesia. 

muhammadiqbal132@student.uir.ac.id andrikurniawan@soc.uir.ac.id 

 

Abstract 

The problem related to the analysis of meningitis vaccine services for prospective Umrah pilgrims at the Class I 

Health Quarantine Center in Pekanbaru is the low level of public knowledge regarding the services provided by 

the Center. This is due to a lack of socialization and communication between the community and staff regarding 

health service information. The purpose of this study was to identify and analyze the health services, specifically 

the meningitis vaccine services provided by the Class I Health Quarantine Center in Pekanbaru, and to identify 

the problems arising from the analysis of meningitis vaccine services for prospective Umrah pilgrims at the Class 

I Health Quarantine Center in Pekanbaru. This research is quantitative. Informants in this study consisted of the 

Center Head, the Head of Sub-Administration, and prospective Umrah pilgrims. Data collection techniques 

included questionnaires, observation, and documentation. This study employed a quantitative approach with 

descriptive analysis. The results of the study, "Analysis of Meningitis Vaccination Services for Prospective Umrah 

Pilgrims at the Class I Pekanbaru Health Quarantine Center," indicate that the service delivery is still considered 

"fairly good," with 18 respondents representing 45%. 
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Abstrak 

Permasalahan terkait dengan analisis pelayanan pemberian vaksin meningitis pada calon jemaah 

umroh di Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Pekanbaru yaitu rendahnya pengetahuan masyarakat 

tentang informasi pelayanan yang diberikan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Pekanbaru. 

Kurangnya sosialisasi dan komunikasi antar masyarakat maupun pegawai dalam hal informasi 

pelayanan kesehatan. Tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis pelayanan kesehatan 

khususnya pelayanan vaksin meningitis yang diberikan oleh Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I 

Pekanbaru dan mengetahui permasalahan yang ditimbulkan dari Analisis Pelayanan Pemberian 

Vaksin Menigitis pada Calon Jemaah Umroh di Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 1 Pekanbaru. 

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Informan pada penelitian ini terdiri dari Kepala Balai, 

Kepala Sub Administrasi, dan Calon Jemaah Umroh. Teknik pengumpulan data terdiri dari Kuesioner, 

Observasi, dan Dokumentasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan 

penganalisaan secara deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian tentang Analisis Pelayanan Pemberian 

Vaksin Meningitis Pada Calon Jemaah Umroh Di Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Pekanbaru 

diketahui  masih tergolong Cukup Baik dengan frekuensi sebanyak 18 responden dengan presentasi 

sebesar 45%. 

Kata Kunci: Pelayanan, Pemberian Vaksin Meningitis, Dan Calon Jemaah Umroh  

 

Pendahuluan 

Pelayanan secara umum merupakan setiap kegiatan yang dilakukan oleh pelaku 

pelayanan kepada pengguna untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan, melalui 

pelayanan ini keinginan dan kebutuhan pelanggan dapat terpenuhi.Dalam Kamus Bahasa 

Indonesia menjelaskan defenisi pelayanan merupakan usaha melayani kebutuhan orang lain, 

sedangkan melayani dapat disamakan dengan keperluan seseorang. 
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Pelayanan dalam pengantaran dan mempersiapkan jemaah umroh yang dilaksanakan 

oleh pengelola travel umroh, untuh memberangkatkan jemaah Indonesia kenegara tujuan 

yaitu Arab Saudi meelalui moda transportasi udara agar mempercepat waktu, sehigga 

akfivitas umroh berjalan lancar. 

Dalam penyelenggaraan pemerintahan Kampung terdapat suatu lembaga Pelayanan 

Kesehatan adalah pemeriksaan, perawatan dan pemeliharaan kesehatan calon jamaah haji 

untuk menjaga agar jamaah haji tetap dalam keadaan sehat antara lain tidak menular atau 

ketularan penyakit selama menjalankan ibadah haji tersebut dan setelah kembali ke tanah air. 

Pelayanan kesehatan ini dilakukan sebelum berangkat ke tanah suci seperti medical chek up, 

suntik vaxin meningitis dan suntik vaxin H1N1 (H1N1/flu babi adalah infeksi saluran 

pernapasan akut yang menyerang organ tubuh terutama paru- paru) (Sukayat, 2016). 

Beberapa penyakit tertentu dapat menjadi kendala untuk mendapatkan visa umroh, 

oleh karena itu, pastikan untuk menjalani pemeriksaan kesehatan dengan baik. Peraturan 

yang terkait dengan pemeriksaan kesehatan dengan ketentuan berikut:  

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6887). 

2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan 

Imunisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 559) dan, 

3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pelayanan dan 

Penerbitan Sertifikat Vaksinasi Internasional (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 942) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pelayanan dan Penerbitan Sertifikat 

Vaksinasi Internasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 426). 

Pelayanan Kesehatan adalah pemeriksaan, perawatan dan pemeliharaan kesehatan 

calon jamaah haji untuk menjaga agar jamaah haji tetap dalam keadaan sehat antara lain tidak 

menular atau ketularan penyakit selama menjalankan ibadah haji tersebut dan setelah kembali 

ke tanah air. Pelayanan kesehatan ini dilakukan sebelum berangkat ke tanah suci seperti 

medical chek up, suntik vaxin meningitis dan suntik vaxin H1N1 (H1N1/flu babi adalah 

infeksi saluran pernapasan akut yang menyerang organ tubuh terutama paru- paru) (Sukayat, 

2016). 

Pelaksanaan vaksinasi internasional merupakan salah satu upaya pemerintah 

memberikan pelindungan kepada masyarakat melalui upaya pencegahan dan pengendalian 

terhadap penyakit tertentu pada situasi tertentu seperti pada persiapan keberangkatan calon 

jamaah haji dan umrah, persiapan perjalanan menuju atau dari negara endemis penyakit 

tertentu, dan kondisi kejadian luar biasa/wabah penyakit tertentu pada suatu negara. 

Pelaksanaan vaksinasi internasional juga dilakukan berdasarkan permintaan dari negara 

tujuan pelaku perjalanan dengan pertimbangan tertentu. Berdasarkan nota diplomatik 

Kedutaan Kerajaan Arab Saudi tanggal 20 Mei 2024 melalui Kementerian Luar Negeri nomor 

211-4239 telah disampaikan bahwa Pemerintah Kerajaan Arab Saudi melalui otoritas 

terkaitnya (Kementerian Kesehatan Arab Saudi) telah memperbarui ketentuan kesehatan 

pada jamaah melalui Umrah Health Requirements and Recommendations for Travelers to 

Saudi Arabia for Umrah – 1445H (2024).  
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Dalam rangka perlindungan terhadap Jemaah haji dan umrah yang ingin melakukan 

ibadah haji atau umrah, maka mereka wajib melakukan vaksinasi meningitis. Untuk 

mengantisipasi hal tersebut kementerian kerajaan Arab Saudi mengeluarkan kebijakan sejak 

tahun 2002, dengan mewajibkan negara-negara yang mengirimkan jumlah Jemaah haji dan 

umrah untuk memberikan vaksinasi meningitis meningokokus dan menjadikannya syarat 

pokok dalam pemberian visa haji dan umrah dengan menunjukkan bukti Kartu Kuning atau 

ICV (Elchirri, 2015).  

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2015 

tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah pada pasal 15 disebutkan bahwa (1) setiap 

Jemaah wajib melakukan vaksinasi meningitis. Kementerian Kesehatan sudah menyusun 

Prosedur Tetap (Protap) tentang pemberian vaksinasi meningitis tentang pemberian vaksinasi 

meningitis meningococcus dan penerbitan ICV bagi Jemaah haji/umrah yang ditetapkan pada 

tahun 2009 (Depkes, 2009). Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pelayanan 

vaksinasi meningitis bagi Jemaah umrah di Indonesia.  

Menurut Gazpersz (1997), pelayanan (service) adalah setiap tindakan atau perbuatan 

yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya bersifat tidak 

berwujud (intangible) dan tidak menghasilkan kepemilikan terhadap sesuatu. Dalam 

pengertian ini, pelayanan lebih menekankan pada proses interaksi antara pemberi dan 

penerima pelayanan, di mana hasil dari pelayanan tersebut sering kali berupa pengalaman, 

kepuasan, atau pemenuhan kebutuhan. 

Pelayanan vaksin merupakan bagian penting dari upaya kesehatan masyarakat untuk 

mencegah penyakit menular dan meningkatkan imunitas kelompok (herd immunity). 

Program vaksinasi, baik secara nasional maupun global, telah terbukti efektif dalam 

mengurangi angka morbiditas dan mortalitas akibat berbagai penyakit menular. 

Penyakit Meningitis Meningococcus adalah penyakit yang disebabkan oleh 

mikroorganisme, seperti virus atau bakteri, yang menyebar melalui darah dan akan 

menyebabkan radang selaput otak, sehingga dapat menyebabkan kerusakan kendali gerak 

atau pikiran, bahkan kematian (Depkes, 2013).  

Vaksinasi Meningitis Meningococcus ACYW135 tersebut diberikan guna mencegah 

penyakit menular potensial wabah (meningitis) pada Jemaah dan keluarga pada khususnya 

serta masyarakat Indonesia pada umumnya. Bakteri penyebab meningitis ditularkan dari 

orang ke orang melalui droplet dari air liur orang yang terinfeksi. Berciuman, bersin atau 

batuk, tinggal berdekatan dengan orang yang terinfeksi, dan orang yang belum menerima 

imunisasi berisiko lebih besar untuk terjangkit penyakit meningitis.  

Pemberian vaksin meningitis wajib dilakukan kepada setiap orang yang akan 

melakukan perjalanan internasional dari dan ke negara terjangkit atau endemis penyakit 

meningitis, atau atas permintaan negara tujuan wajib diberikan vaksin meningitis sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Negara Arab Saudi. Ketentuan 

tersebut disebutkan dalam beberapa peraturan yaitu PMA Nomor 18 Tahun 2015 tentang 

Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah, PMK Nomor 58 tahun 2013 Tentang Pemberian 

Sertifikat Vaksinasi Internasional dan The Third Edition International Health Regulations, 

2005.  

Bagi dinas kesehatan, unit pelaksana teknis (UPT) bidang kekarantinaan kesehatan, 

serta fasilitas pelayanan kesehatan yang melaksanakan vaksinasi pelaku perjalanan 
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internasional untuk dapat melayani calon pelaku perjalanan dengan sebaik-baiknya sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku. 

Calon jemaah umrah dan haji dapat melakukan vaksinasi meningitis di Kantor 

Kesehatan Pelabuhan Kemenkes RI yang ada di bandara, pelabuhan, yakni DKI Jakarta, 

Banten, Jabar, Jateng, Jatim, Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Bangka Belitung, Jambi, 

Bengkulu, Sumsel, Lampung, Bali, NTB, NTT, Kalsel, Kalteng, Kalbar, Kaltim, Sulsel, Sulteng, 

Sultra, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. Syarat wajib vaksinasi 

meningitis mulai dilakukan ketat oleh otoritas penerbangan Kementerian Perhubungan Arab 

Saudi sejak Juli 2024. Jemaah umrah yang hendak masuk ke Arab Saudi akan dicek pencatatan 

vaksinasi meningitis yang diperolehnya, sebagai bagian dari lampiran dokumen 

keberangkatan. 

Dari catatan Kementerian Haji dan Umrah Kerajaan Arab Saudi, jumlah jemaah umrah 

Indonesia sampai April 2024 mencapai 1,2 juta. Adapun jemaah umrah WNI pada tahun 2023 

sebanyak 1,5 juta. Diprediksi jumlah jemaah umrah Indonesia ke Tanah Suci tahun ini bisa 

mencapai 2 juta. Sementara, Kerajaan Arab Saudi menargetkan jumlah jemaah meningkat dari 

8 juta menjadi 30 juta setiap tahun pada 2023. 

Dalam aturan Kementerian Kesehatan Kerajaan Arab Saudi juga tertuang pengawasan 

di pintu-pintu masuk terhadap penyakit meningitis meningokokus. Pengawasan berupa 

tindakan pencegahan, khususnya menyasar negara-negara yang sering mengalami epidemi 

meningitis meningokokus, negara-negara yang berisiko epidemi meningitis, dan negara-

negara dengan wabah Neisseria yang tidak divaksin meningitidis. 

Neisseria meningitidis adalah bakteri penyebab penyakit Meningitis meningokokus. 

Cara terbaik mencegah penyakit meningitis adalah dengan melakukan: 

1. Vaksinasi 

2. Tidak berbagi pinjam barang seperti alat makan, gelas, botol air, sedotan, sikat gigi, 

lipstick atau lipgloss. 

3.  Jangan malas mencuci tangan 

4.  Terapkan etika batuk yang benar. 

5.  Pastikan makan makanan yang bergizi. 

Pengobatan meningitis pada umumnya berbeda, tergantung pada penyebabnya. Dokter 

bisa meresepkan obat antimikroba pada meningitis yang disebabkan oleh bakteri, atau 

memberikan terapi lain bila meningitis disebabkan oleh kanker. Namun, pencegahan lebih 

dini sebaiknya dilakukan dengan melakukan vaksinasi meningitis ketika berpergian ke luar 

negeri terutama ketika ingin melakukan umrah atau haji.  

Pelaksanaan penyuntikan vaksin Meningitis Meningococcus ACYW-135 wajib 

dilaksanakan di Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) atau Rumah Sakit Pemerintah yang telah 

ditunjuk dan dilakukan vaksinasi minimal 1 bulan sebelum jadwal keberangkatan yang 

bersangkutan (Depkes, 1997). Suhu dan kelembaban di negara kawasan Timur Tengah seperti 

Arab Saudi cocok untuk kehidupan virus dan bakteri ‘meningococcal’ yang cepat berkembang 

pada suhu tinggi dan rendah, hal ini menyebabkan daerah tersebut merupakan daerah 

endemis meningitis meningokokus, Jemaah haji atau umrah yang berasal dari daerah tersebut 

juga merupakan sumber rantai penularan penyakit. Kerumunan manusia yang terjadi selama 

ibadah haji dan umrah merupakan risiko yang dapat meningkatkan penularan penyakit 

tersebut (Memish & Al Rabeeh, 2011). Tahun 2001,World Health Organization (WHO) telah 
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melaporkan adanya wabah meningococcal W135 di antara orang yang berkunjung ke Arab 

Saudi dan kontak keluarga terdekatnya. 

 Berdasarkan Survey yang peneliti lakukan di lapangan, yakni di Balai Kekarantinaan 

Kesehatan Kelas I Kota Pekanbaru, Peneliti menemukan beberapa fenomena yang 

berhubungan dengan Analisis Pelayanan Pemberian Vaksin Meningitis Pada Calon Jemaah 

Umroh di Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Kota Pekanbaru, Di antara nya yaitu : 

1. Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang informasi pelayanan yang diberikan 

Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Pekanbaru. 

2. Kurangnya sosialisasi dan komunikasi antar masyarakat maupun pegawai dalam 

hal informasi pelayanan kesehatan.  

3. Jika terjadi delay (tertunda keberangkatan), pihak pelayanan menghubungi jamaah 

untuk memberikan informasi alasan ditundanya keberangkatan, hal ini kurang 

efektif dikarenakan harus menghubungi satu persatu perwakilan anggota jamaah 

yang ingin berangkat umroh. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2015 

tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah pada pasal 15 disebutkan bahwa (1) setiap 

Jemaah wajib melakukan vaksinasi meningitis. Kementerian Kesehatan sudah menyusun 

Prosedur Tetap (Protap) tentang pemberian vaksinasi meningitis tentang pemberian vaksinasi 

meningitis meningococcus dan penerbitan ICV bagi Jemaah haji/umrah yang ditetapkan pada 

tahun 2009 (Depkes, 2009). Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pelayanan 

vaksinasi meningitis bagi Jemaah umrah di Indonesia. 

Kemenkes menerapkan vaksin meningitis merupakan suatu kewajiban bagi mereka 

yang datang ke Arab Saudi dengan menggunakan visa haji dan umrah. Hal ini berdasarkan 

nota diplomatik Kedutaan Kerajaan Arab Saudi tanggal 20 Mei 2024 melalui Kementerian 

Luar Negeri nomor 211-4239. Pemerintah Arab Saudi telah memperbarui ketentuan kesehatan 

pada jamaah haji dan umrah melalui 'Umrah Health Requirements and Recommendations for 

Travelers to Saudi Arabia for Umrah- 1445 H (2024)'. Persyaratan ini sebagai bagian dari upaya 

pemberian perlindungan khususnya pada jamaah yang memiliki komorbid, sekaligus 

pencegahan terhadap penyakit menular. Pada 2022 lalu, Arab Saudi sempat tak mewajibkan 

para calon jemaah umrah untuk melakukan vaksinasi Meningitis bila hendak beribadah 

umrah ke Arab Saudi.  

Tugas BKK Kelas I Pekanbaru Unit Kantor Kesehatan Pelabuhan adalah melaksanakan 

perencanaan dan evaluasi serta penyusunan laporan di bidang pelayanan kesehatan terbatas, 

kesehatan haji, kesehatan kerja, kesehatan matra, vaksinasi internasional, pengembangan 

jejaring kerja, kemitraan, kajian dan teknologi, serta pendidikan dan pelatihan bidang upaya 

kesehatan pelabuhan d wilayah kerja bandara, pelabuhan. 

Fungsi Upaya Kesehatan Lintas Wilayah: 

1. Pelayanan kesehatan terbatas, rujukan dan gawat darurat medik di wilayah kerja 

bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara. 

2. Pemeriksaan kesehatan haji, kesehatan kerja, kesehatan matra di wilayah kerja 

bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara. 

3. Pengujian kesehatan nahkoda/pilot dan anak buah kapal/pesawat udara serta 

penjamah makanan. 
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4. Vaksinasi dan penerbitan sertifikat vaksinasi internasional. 

5. Pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan 

lintas batas darat negara.. 

 

Tinjauan Pustaka 

Konsep Administrasi 

 Sondang P. Siagian, menyatakan administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan 

kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang terlibat dalam suatu bentuk usaha 

kerjasama demi tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya (Siagian,2008:24). 

Wempy Banga, menjelaskan administrasi sebagai keseluruhan aktivitas yang bersifat 

ketatausahaan, yaitu mencakup kegiatan surat-menyurat, mulai dari pencatatan atau agenda 

surat masuk dan surat keluar, pengetikan, penggandaan, pendistribusian, dan pengarsipan 

surat, termasuk pencatatan dan pengelolaan data dan informasi yang diperlukan oleh 

pimpinan dalam rangka penentuan kebijakan dan pengambilan keputusan yang terkait 

dengan tugas dan fungsi organisasi (Banga, 2018:2). 

 

Konsep Organisasi 

 Definisi organisasi sangat beragam, selain itu orientasi definisi maupun fokusnya juga 

berbeda-beda. Mahsun (2006:1) menjelaskan bahwa organisasi sering dipahami sebagai 

kelompok orang yang berkumpul dan bekerja sama dengan cara yang terstruktur untuk 

mencapai tujuan atau sejumlah sasaran tertentu yang telah ditetapkan bersama. Tidak jauh 

berbeda dengan definisi diatas, Robbins dan Judge (2008:45) menyatakan bahwa organisasi 

adalah sebuah unit sosial yang dikoordinasi secara sadar, terdiri atas dua individu atau lebih, 

dan berfungsi dalam suatu dasar yang relatif terus-menerus guna mencapai satu atau 

serangkaian tujuan bersama. 

 

Konsep Organisasi Publik 

Organisasi publik memiliki definisi yang sangat beragam. Sulistyani (2009:55) 

memandang organisasi publik sebagai instansi pemerintah yang memiliki legalitas formal, 

difasilitasi oleh negara untuk menyelenggarakan kepentingan rakyat di segala bidang yang 

sifatnya kompleks. Selain itu, menurut penelahaan peneliti atas penjelasan Mahmudi (2011) 

dapat terlihat bahwa Mahmudi memandang organisasi publik sebagai instansi yang memiliki 

tujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan kesejahteraan 

sosial. Sedikit berbeda dengan definisi organisasi publik di atas, Mahsun (2006:14) 

menjelaskan bahwa “Organisasi publik bukan hanya organisasi sosial, organisasi non profit 

dan organisasi pemerintah. Organisasi sektor publik adalah organisasi yang berhubungan 

dengan kepentingan umum dan penyediaan barang atau jasa kepada publik yang dibayar 

melalui pajak atau pendapatan negara lain yang diatur dengan hukum.” Berdasarkan 

beberapa definisi di atas mengenai organisasi publik, peneliti menyimpulkan bahwa 

organisasi publik merupakan organisasi yang menyelenggarakan kebutuhan masyarakat 

dengan difasilitasi oleh pemerintah. 

 

Konsep Manajemen 
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 Menurut Stoner dan Freeman (Safroni, 2012:44) manajemen adalah proses 

perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya anggota organisasi 

dan proses penggunaan semua sumber daya organisasi untuk tercapainya tujuan organisasi 

yang telah ditetapkan. G.R Terry (Hasibuan, 2009:26) mendefinisikan manajemen sebagai 

suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengarahan dan 

pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah 

ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumbersumber lainnya. 

 

Konsep Manajemen Publik 

Manajemen publik menurut para ahli yang akan disebutkan tergantung latar belakang 

pendidikan, pengalaman, atau perspektif yang dianut oleh para ahli tersebut. Diantarnya 

pengertian manajemen publik adalah sebagai berikut: Menurut Nor Ghofur (2014) 

Mengartikan bahwa manajemen publik adalah manajemen pemerintah, yang artinya 

manajemen publik juga bermaksud untuk melakukan perencanaan, pengorganisasian, 

pengontrolan terhadap pelayanan kepada masyarakat.  

Manajemen Publik Menurut Shafritz dan Russel (dalam Kebab, 2008:93) diartikan 

sebagai upaya seseorang untuk bertanggungjawab dalam menjalankan suatu organisasi, dan 

pemanfaatan sumber daya (orang dan mesin) guna mencapai tujuan organisasi. 

 

Konsep Pelayanan Publik 

Pelayanan juga didefinisikan sebagai menghargai melalui “pengabdian” untuk 

mewujudkan layanan prima, tetapi bukan untuk menempatkan diri kita sebagai “hamba 

sahayanya” (Barata,2003). 

Menurut Moenir (2001:13) pelayanan publik adalah kegiatan yang dilakukan oleh 

seseorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor material melalui sistem, prosedur 

dan metode tertentu dalam usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya. 

Tujuan pelayanan publik adalah mempersiapkan pelayanan publik tersebut yang 

dikehendaki atau dibutuhkan oleh publik, dan bagaimana menyatakan dengan tepat kepada 

publik mengenai pilihannya dan cara mengaksesnya yang direncanakan dan disediakan oleh 

pemerintah. 

 Pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan 

orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan 

aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Sebagaimana telah dikemukakan terdahulu 

bahwa pemerintahan pada hakikatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Karenanya 

Birokrasi publik berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan layanan yang baik 

dan profesional (Tesis Irsan, 2012: 9). 

Selanjutnya menurut Moenir (2001: 13), pelayanan publik harus mengandung unsur-

unsur dasar sebagai berikut. 

a. Hak dan kewajiban bagi pemberi maupun pelayanan umum harus jelas dan diketahui 

secara pasti oleh masing-masing pihak. 

b. Pengaturan setiap bentuk pelayanan umum harus disesuaikan dengan kondisi 

kebutuhan dan kemampuan masyarakat untuk membayar berdasarkan ketentuan 
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perundang-undangan yang berlaku dengan tetap berpegang teguh pada efisiensi dan 

efektivitas. 

c. Kualitas, proses dan hasil pelayanan umum harus diupayakan agar dapat memberi 

keamanan, kenyamanan, kepastian hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. 

d. Apabila pelayanan umum yang diselenggarakan oleh pemerintah terpaksa harus 

mahal, maka instansi pemerintah yang bersangkutan berkewajiban memberi peluang 

kepada masyarakat untuk ikut menyelenggarakan. 

Pelayanan adalah pelayanan yang seharusnya ditujukan pada masyarakat umum 

kadang dibalik menjadi pelayanan masyarakat terhadap negara, meskipun negara berdiri 

sesungguhnya adalah untuk kepentingan masyarakat yang mendirikan. Artinya, birokrat 

sesungguhnya haruslah memberikan pelayanan terbaiknya kepada masyarakat (Sinambela 

dkk, 2011:4). 

 

Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia  

Manajemen Sumber Daya Manusia adalah kebijakan dan praktik menentukan aspek 

manusia atau sumber daya manusia dalam posisi manejemen termasuk merekrut, menyaring, 

melatih, memberi penghargaan dan penilaian (Sedarmayanti, 2013: 13). 

Sedarmayanti (2013: 19) menambahkan bahwa tanggung jawab pokok manajemen 

sumber daya manusia terdiri dari: 

a. Mendukung pencapaian strategi dan tujuan organisasi 

b. Memastikan nilai tambah di peroleh dari semua aktivitas sumber daya manusia 

c. Mendasari program perubahan budaya 

d. Membebaskan dan mengembangkan kapasitas manusia yang melekat pada manusia 

e. Mengembangkan proses memaksimalkan kontribusi orang 

f.  Memungkinkan oran yang memiliki potensi mendapatkan perspektif organiasasi 

dan manajemen pada awal karir mereka. 

g. Menanamkan pembelajaran dan pengembangan berkelanjutan untuk semua orang. 

h. Mendesain, menerapkan dan mengelola sistem untuk memastikan akses kepada 

pengalaman yang relevan. 

i. Memberi pelatihan keterampilan spesifik. 

j. Merekrut mengembangkan dan melatih orang dengan kombinasi tepat dari 

pengetahuan khusus mengenai cara melakukan pekerjaan dan keterampilan yang 

lebih luas serta sikap yang diperlukan agar sesuai permintaaan. 

k. Mengelola karyawan yang semakin beragam dengan pola karir asporasi dan kesetiaan 

usaha yang berubah. 

l. Mengelola hubngan karyawan secara kolektif dan individu serta mempertahankan 

komitmen. 

m. Mendesain mengimplementasikan dan mengelola imbalan serta sistem manajemen 

kinerja yang mengatur dan memotivasi orang. 

n. Mempertahankan dan memperbaiki kesejahteraan karyawan baik fisik dan mental 

dengan memberikan kondisi kerja layak serta dukungan keamanan dan keselamatan 

 

Metode 
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Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan 

pendekatan survey. Metode penelitian survei adalah metode penelitian kuantitatif yang 

digunakan untuk mendapatkan data yang terjadi pada masa lampau atau saat ini, tentang 

keyakinan, pendapat, karakteristik, perilaku, hubungan variabel dan untuk menguji beberapa 

hipotesis tentang variabel sosiologis dan psikologis dari sampel yang diambil dari populasi 

tertentu dari sampel yang diambil dari populasi tertentu, teknik pengumpulan data dengan 

pengamatan (wawancara atau kuesioner) yang tidak mendalam, dan hasil penelitian 

cenderung untuk digeneralisasikan. Karena dalam penelitian ini menggunakan satu variabel 

jadi analisis yang digunakan adalah analisis univariat. 

 

Hasil dan Pembahasan 

 

Gambaran umum dari penelitian ini sebanyak 40 responden, terdiri dari berbagai jenis 

kelamin,umur dan pekerjaan. Responden terdiri dari Kepala Balai sebanyak 1 orang. Kepala 

Sub Administrasi sebanyak 1 orang. Pegawai Balai Pelaksana Vakasinasi sebanyak 8 orang. 

Calon Jemaah Umroh sebanyak 30 orang. Jenis kelamin terdiri dari laki-laki sebanyak 14 orang 

atau 35 %. Perempuan sebanyak 26 orang atau 65%. Usia jamaah bekisar 44 tahun hingga 50 

tahun dengan persentase sebesar 37,5 %. Dan paling sedikit yaitu usia jamaah bekisar 65 tahun 

hingga 71 tahun dengan persentase sebesar 10%. Untuk jenis pekerjaan terdiri dari beberapa 

yaitu PNS sebanyak 3 orang atau 7,50%, Pensiunan sebanyak 5 orang atau 12,50%, Wiraswasta 

sebanyak 16 orang atau 40%, Swasta sebanyak 8 orang atau 20%, Ibu Rumah Tangga sebanyak 

8 orang atau 20%. 

 

Kualitas Pelayanan  

Terdapat delapan dimensi dalam mengukur kualitas pelayanan, yaitu : Convenience 

(kemudahan, Security (keamanan), Reliability (keandalan), Personal attention (perhatian 

kepada orang), Problem solving approach (pendekatan pemecahan masalah), Fairness 

(keadilan), Fiscal responsibility (tanggung jawab keuangan), Citizen influence (pengaruh 

masyarakat). Hasil penelitian yang telah dilakukan kepada 40 orang responden terhadap 

kualitas pelayanan kesehatan yang ada di Balai Kekaraninaan Kesehatan Kelas I Pekanbaru 

Tabel 1 berikut : 

 

 

 

 

Tabel 1. 

Rata–Rata Tingkat Kualitas Pelayanan kesehatan di Balai Kekaraninaan  

Kesehatan Kelas I Pekanbaru 

No Indikator 

Kriteria 

Sangat 

Baik 
Baik 

Cukup 

Baik 

Kurang 

Baik 

Sangat 

Tidak Baik 

F % F % F % F % F % 

1 Convenience 4 10% 2 5% 24 60% 9 22.5% 1 2.5 % 

2 Security 3 7.5 % 4 10 % 21 52.5% 9 22.5% 3 7.5 % 
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3 Reliability 5 12.5% 2 5 % 14 35 % 18 45% 1 2.5 % 

4 Personal attention 12 30% 1 1.2% 21 52.5% 5 12.5% 1 1.2% 

5 Problem solving 

approach 

3 7.5% 11 27.5% 12 30% 11 27.5% 3 7.5% 

6 Fairness 6 15% 6 15% 19 47.5% 7 17.5% 2 5% 

7 Fiscal responsibility 6 15% 8 20% 16 40% 7 17.5% 3 7.5% 

8 Citizen influence 4 10% 2 5% 17 42.5% 16 40% 1 2.5% 

Jumlah 5 12,5% 5 12,5% 18 45% 10 25% 2 5% 

Sumber : Data Olahan, 2025 

 

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa pada rekapitulasi tanggapan responden 

pegawai pada analisis pelayanan pemberian vaksinasi meningitis terhadap calon jema’ah 

umroh di balai kekarantinaan kesehatan kelas I Pekanbaru didominasi oleh jawaban Cukup 

Baik dengan frekuensi sebanyak 18 responden dengan presentasi sebesar 45%. 

 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang Analisis Pelayanan Pemberian Vaksin Meningitis 

Pada Calon Jemaah Umroh Di Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Pekanbaru diketahui  

masih tergolong Cukup Baik dengan frekuensi sebanyak 18 responden dengan presentasi 

sebesar 45%. Hal ini ditandai dengan perolehan beberapa indikator yaitu: 

1. Convenience (kemudahan) berkriteria cukup baik dengan frekuensi sebanyak 24 

responden dengan persentase sebesar 60 %. Hal ini ditandai dengan adanya 

kemudahan jemaah umroh dalam menerima informasi pelayanan pemberian vaksin 

meningitis pada calon jemaah umroh di Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I 

Pekanbaru diberikan dalam bentuk aplikasi dan informasi secara online. 

2. Security (keamanan) berkriteria cukup baik dengan frekuensi sebanyak 21 responden 

dengan persentase sebesar 52.5 %. Hal ini ditandai dengan fasilitas Balai 

Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Pekanbaru sudah cukup baik namun perlu ada 

beberapa perbaikan seperti jumlah tempat duduk yang diperbanyak maupun ruang 

tindakan yang di tambah agar pelayanan dapat lebih cepat. 

3. Reliability (keandalan) berkriteria kurang baik dengan frekuensi sebanyak 18 

responden dengan persentase sebesar 45 %. Hal ini ditandai dengan masih belum 

adanya ketepatan waktu yang di berikan dalam pelayanan pemberian vaksin 

meningitis pada calon jemaah umroh. 

4. Personal attention (perhatian kepada orang) berkriteria dengan frekuensi sebanyak 18 

responden dengan persentase sebesar 45 %. Hal ini ditandai dengan masih belum 

adanya ketepatan waktu yang di berikan dalam pelayanan pemberian vaksin 

meningitis pada calon jemaah umroh. 

5. Problem solving approach (pendekatan pemecahan masalah) berkriteria pada tanggapan 

Cukup Baik dengan frekuensi sebanyak 12 responden dengan persentase sebesar 30%. 

Hal ini ditandai dengan jika terjadi permasalahan akan di selesaikan secara langsung 
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sehingga tidak secara online, jadi di sarankan langsung ke kantor Balai Kekarantinaan 

Kesehatan Kelas I Pekanbaru. 

6. Fairness (keadilan) berkriteria pada tanggapan Cukup Baik dengan frekuensi sebanyak 

19 responden dengan persentase sebesar 47.5%. Hal ini ditandai dengan dapat dilihat 

dari memberikan azaz persamaan dan keadilan jadi kami memberikan layanan semua 

sama kepada jamaah umroh tidak ada perbedaan. 

7. Fiscal responsibility (tanggung jawab keuangan) berkriteria cukup baik dengan 

frekuensi sebanyak 16 responden dengan persentase sebesar 40%. Hal ini ditandai 

dengan dari hasil  kepercayaan jemaah umroh terhadap biaya yang di keluarkan 

dengan pelayanan yang di berikan yang pada awalnya masyarakat kurang percaya 

tapi sekarang sudah ada rasa kepercayaan masyarakat kepada Balai Kekarantinaan 

Kesehatan Kelas I Pekanbaru. 

8. Citizen influence (pengaruh masyarakat) berkriteria cukup baik dengan frekuensi 

sebanyak 17 responden dengan persentase sebesar 42.5%. Hal ini ditandai dengan 

jamaah umroh menilai kualitas pelayanan pemberian vaksin meningitis pada calon 

jemaah umroh di Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Pekanbaru dapat dilihat dari 

kualitas yang sudah berubah kearah yang lebih baik meskipun perlu ada peningkatan 

dari beberapa sisi. 
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